Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 2 No. 1 Juli 2025

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Menggunakan Tapping
Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Putri Nurul Jamilah? Hendry Andry?

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, JI. Kharudin Nasution
No.133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
putrinuruljamilah@student.uir.ac.id hendryandry@soc.uir.ac.id

Received :10 Juni 2025
Abstract

This research was conducted to examine the implementation of hotel tax collection using the tapping box
at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Pekanbaru City. This study employs a descriptive research type
with a mixed-method approach, where primary data is obtained through interviews, observations, documentation,
and questionnaire distribution. The sampling technique used is purposive sampling, while secondary data is
obtained through interviews with the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Pekanbaru City. This study applies
the implementation theory, which consists of four research dimensions: communication, resources, disposition,
and bureaucratic structure. The results indicate that most hotels have implemented the tapping box according to
applicable regulations, categorized as ”"Moderately Implemented” (Cukup Terlaksana). The tapping box enhances
the accuracy of transaction recording with a real-time system, facilitating the Regional Revenue Agency (Bapenda)
in increasing the Local Own-Source Revenue (PAD) of Pekanbaru City. However, the tapping box has not yet
been evenly distributed to all hotels in Pekanbaru due to several obstacles, including a lack of socialization,
insufficient sanctions, vulnerability to network disruptions, and limited device availability.
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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak hotel menggunakan
tapping box pada Badapan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini
menggunakan deskriptif dengan metode mix methode yang mana data primer diperoleh melalui
wawancara, observasi, dokumentasi dan penyebaran kuesioner, dan teknik penarikan sampel
menggunaan teknik purposive sampling, dan data sekunder diperoleh melalui wawancara kepada
pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini peneleiti
menggunaan teori pelaksanaan yang terdapat empat dimensi penelitian indikator yaiut, komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar
hotel telah menggunakan tapping box sesuai dengan regulasi yang berlaku “Cukup Terlaksana”,
karena dapat meningkatkan akuransi pencatatan transaksi dengan sistem pencatatan real-time
mempermudah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Pekanbaru, namun tapping box belum merata ke semua hotel yang ada di Pekanbaru
karena masih terdapat beberapa hambatan diantaranya kurangnya sosialisasi, kurangnya sanksi yang
diberikan, rentan terhadap kerusakan jaringan dan kurangnya ketersediaan alat
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Pendahuluan

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang /berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk
mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada
negara, yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Pajak tidak diberikan
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imbalan secara langsung kepada pembayar pajak, tetapi digunakan untuk membiayai
berbagai pengeluaran publik demi mencapai kesejahteraan umum. Pajak berfungsi sebagai
sumber pendapatan bagi negara untuk melaksanakan pembangunan dan menyediakan
layanan publik. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian
besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring
dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri
untuk mengelola perpajakannya.

Sistem pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau
disebut juga dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan
otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pengembangan
potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah. Dengan itu diharapkan pemerintah lebih
responsif terhadap kebutuhan public sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan
publik yang optimal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam otonomi daerah harus didukung dengan
sumber pembiayaan yang memadai. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
maksimal pemerintah daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi anggaran daerah secara
ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Setiap daerah memiliki sumber pembiayaan yang beragam.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan
daerah melalui pengembangan potensi yang dimilikinya. Pembiayaan pemerintahan daerah
bergantung kepada kreativitas dan inisiatif daerah dalam mengelola sumber keuangan
daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang
digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli
Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak
Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pasal 21 Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
¢ meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang
rapat/pertemuan.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel,
Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Objek Pajak Hotel adalah
pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai
kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas olah raga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang
melakukan pembayaran kepada Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah Pengusaha Hotel. Masa
Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan kalender. Dalam Pasal 24 (1)
Dalam rangka pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan serta
menempatkan personil atau peralatan baik sistem manual maupun dengan sistem teknologi
Informasi disetiap Objek Pajak Hotel. (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak dalam tenggang waktu yang ditentukan dan
seluruh biaya yang ditumbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi
kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Dalam Pasal 1 (31) Sistem Pemungutan Pajak Hotel
adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan
dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang. (32) Sistem Self Assesment adalah Suatu
sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan serta
menyetorkan sendiri pajak yang terutang. (60) Tapping Box dan/ atau Data Box adalah alat
untuk merekam segala transaksi, registrasi tunai, data penjual dari Point of sales atau
hardware pada objek pajak. Kemudian dalam pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan
pencegahan kehilangan penerimaan Pajak Daerah akibat dari pembukuan yang dilakukan
oleh Wajib Pajak, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah dapat
menempatkan personil dan/atau perangkat dengan sistem teknologi informasi di setiap objek
Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Kemudian pada ayat
(3) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menerima penempatan dan pemasangan perangkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau
Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Sejak 2018, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mengalami
pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi pengawasan. Hal ini dipicu karena pada tahun 2017
adanya kebocoran Pajak Hotel sekitar 66%. Pengoptimalan dan pemaksimalan fungsi
pengawasan dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang pernah terjadi di tahun-tahun
sebelumnya. Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada sebelum tahun 2018 menyebabkan
ketidak tercapaian target pendapatan pajak hotel Kota Pekanbaru.

Permasalahan tersebut bisa terjadi karena, pelaporan oleh wajib pajak yang tidak sesuai
dengan volume penjualan sehingga potensi pendapatan jauh dibawah target yang telah
ditetapkan. Dengan diberikan kebebasan melaporkan sendiri/self assessment. Self-asessment
system adalah sistem pembayaran pajak secara mandiri, mulai dari perhitungan, penyetoran,
dan pelaporan pajak. Self-asessment system memberikan kepercayaan penuh kepada para
wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporan pajaknya sendiri berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistem ini memungkinkan Wajib Pajak
untuk melakukan kecurangan pajak seperti terjadinya tax evasion/tidak melaporkan sebagian
penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Saat ini wajib pajak masih dinilai
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kurang transparan dalam melaporkan pajaknya sehingga masih banyak terjadinya kebocoran
pajak.

Pada tahun 2018 Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Pekanbaru bekerjasama
dengan Bank Riau untuk membuat Tapping-Box. Tapping-Box adalah alat perekam transaksi
yang digunakan untuk membantu perekam pajak. Tapping Box berguna untuk melakukan
monitoring pada setiap transaksi usaha. Dimana tapping-box ini akan sangat memudahkan
wajib pajak dalam pelaporan pajak ke Bapenda, melalui tapping-box wajib pajak bisa
malaporkan pajak secara online saja. Pemasangan Tapping-Box ini ada di 4 jenis pajak yaitu
Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Dan Hiburan. Dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak
dari wajib pajak akan diketahui secara real time karena alat tersebut dikolaborasikan dengan
mesin kasir si pemilik usaha. Pada pajak hotel dipasangkan 2 alat tapping box yaitu Tapping
Printer dan Tapping Server.

Tinjauan Pustaka

Menurut Wesra (dalam Meilissa dan Andry,2024;261) Mendefiniskan implementasi
sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan
yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan,siapa yang akan melaksanakan,dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu
mulainya.

Menurut (Abdullah, 2014) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak
lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang strategis maupun operasioanl atau kebijakan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan semula.

Menurut Nurdin Usman (dalam Setiawan dan Kartius,2023;1297) Implementasi adalah
bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.Implementasi
bukan hanya sekedar aktivitas,tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai
tujuan kegiatan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Zubaidah dan Lubis,dkk,2023;161)
Implementasi sebagai pelaksanaan tugas utama,yang biasanya dilakukan di latar belakang
tetapi juga dapat dikaitkan dengan tugas operasional utama.

Menurut Grindle (dalam Hazaki & Handrian,2023) menambahkan bahwa proses
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program
kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane (dalam Hazaki dan Handrian,2023) implementasi sebagai konsep dapat
dibagi kedalam dua bagian. Pertama,implementation=F(intention,Output, Outcome. Sesuai
definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan,hasil
sebagai produk dan hasil dari akibat.Kedua,implementasi 42 merupakan persamaan fungsi
dari implementation=F(policy,formator, implementor ,initiator,time).

Mazmanian dan Sebastiar Wahab (2008:68) Implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula
berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan
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Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan
sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group),
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber
daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang
baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari
struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang
menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Metode

Tipe penelitian ini menggunakan metode mix methods oleh Creswell dengan metode
kuantitatif. Sumber data primer diperoleh melalui pbservasi, wawancara, kuesioner,
dokumentasi dan data sekuner diperoleh dari buku, data, dokumentasi publikasi di kantor
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan
pegawai di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, kuesioner, observasi dan
dokumentasi. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 121 orang,
diantaranya 3 orang pihak dinas yaitu Plt. Kepala Subbidang Retribusi, Pembukuan
Pendapatan Daerah Dan Legalisasi, Kepala Subbidang Pendataan Dan Pendaftaran Pajak
Daerah Lainnya, dan Staf Analisis Tapping Box dan 118 orang hotel yang menggunakan
tapping box dan tidak menggunakan tapping box.

Setelah keseluruhan data terkumpul teknik pengumpulan data yang di pergunakan
dalam penelitian ini, selanjutnya data di kelompokkan dan di sesuakan menurut jenis data
yang diperoleh, kemudian akan dibahas dan di analisa dalam dua bentuk, yaitu data yang
bersifat kualitatif akan di uraikan secara lengkap dan teperinci dalam bentuk kalimat.
Kemudian data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan atau disajikan dalam bentuk
tabel, angka, persentase serta dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung
untuk dapat diambil kesimpulan induktif.
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Hasil dan Pembahasan
Dari pembahasan masing-masing indikator keseluruhan tanggapan responden hotel
yang menggunakan tapping box dan hotel yang tidak menggunakan tapping box sebagai
berikut :
Tabel 1.
Rekapitulasi Responden Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Menggunakan Tapping Box
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No. Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
T CT KT

1 Komunikasi 21 13 0 34
(62%) (38%) (0%) (100%)

2 Sumber Daya 13 16 > 34
y (38%) (47%) (15%) (100%)

3 Disposisi 15 16 3 34
P (44%) (47%) (9%) (100%)

: . 3 19 12 34
4 Struktur Birokrasi (9%) (56%) (35%) (100%)

Jumlah 52 64 20 136

Rata-Rata 13 16 5 34
Presentase 38% 47% 15% 100%

Sumber : data olahan hasil penelitian, 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden bahwa rata-rata presentase tanggapan
responden berjumlah 47% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang persentase 34% - 66%
masuk kedalam kategori “Cukup Terlaksana”.

Dari keseluruhan hasil peneliti diatas dan dari hasil observasi penulis dilapangan
maka dapat di temukan jawaban yang menyatakan bahwa di badan pendapatan daerah kota
pekanbaru dari hasil penyebaran kuisioner pada hotel rata-rata berada pada kategori “Cukup
Terlaksana”. Bagi sebagain hotel yang memakai tapping box memang sangat membantu
dengan kegunaan alat tersebut, baik bermanfaat dari segi waktu, tenaga, biaya, serta serta
tidak perlu repot-repot datang ke kantor bapenda langsung karna sudah langsung terhubung
dengan sistem yang ada di bapendanya. Namun pelaksanaan pemungutan pajak hotel
menggunakan tapping box ini masih perlu di tingkatkan lagi, mengingat masih banyaknya
hotel yang belum dipasangkan alat tapping box sehingga masih melakukan pembayaran pajak
secara manual.

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, pelaksanaan pemungutan pajak hotel
menggunakan tapping box di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan
perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu
diatasi agar sistem ini berjalan lebih optimal. Berdasarkan data rekapitulasi yang telah
disajikan, responden terbagi ke dalam tiga kategori penilaian, yaitu terlaksana (38%), cukup
terlaksana (47%), dan kurang terlaksana (15%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas
responden menilai implementasi tapping box berada dalam kategori cukup terlaksana, yang
mengindikasikan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan cukup baik namun masih
memerlukan beberapa perbaikan. Jika dilihat dari aspek yang dinilai, komunikasi

Putri Nurul Jamilah dan Hendry Andry
Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 /2025 149



menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai tapping box sudah cukup baik.
Namun, di sisi lain, aspek struktur birokrasi yang mengindikasikan masih adanya kendala
administratif dalam penerapan sistem ini. Hambatan ini bisa disebabkan oleh prosedur
birokrasi yang belum efisien, kurangnya koordinasi antara instansi terkait, atau regulasi yang
belum sepenuhnya mendukung penerapan tapping box secara optimal.

Selain itu, aspek sumber daya juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi
tapping box dalam pemungutan pajak hotel. Namun, menilai aspek sumber daya dalam
kategori cukup terlaksana, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam
ketersediaan tenaga pendukung serta fasilitas teknis yang dibutuhkan untuk operasional
tapping box. Beberapa kendala yang mungkin terjadi adalah kurangnya tenaga teknis yang
memahami sistem tapping box, keterbatasan alat yang tersedia, serta kurangnya pelatihan
bagi wajib pajak dalam mengoperasikan sistem ini. Beberapa pelaku usaha hotel mungkin
mengalami kesulitan dalam mengoperasikan alat ini atau menghadapi kendala teknis yang
menghambat penggunaan tapping box secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan dalam sosialisasi, pelatihan teknis bagi pengguna, serta dukungan teknis yang
lebih optimal agar tapping box dapat berfungsi secara efektif. Pemerintah daerah juga perlu
meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi permasalahan
yang masih dihadapi dalam implementasi sistem ini. Dengan perbaikan dalam aspek
komunikasi, sumber daya, dan penyederhanaan birokrasi, tapping box diharapkan dapat
semakin berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak hotel serta mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru secara lebih transparan dan
efisien.

Dapat dilihat bahwa penerapan tapping box dalam pemungutan pajak hotel di Kota
Pekanbaru merupakan inovasi yang sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran
melakukan kebijakan pelaporan pajak daerah. Dengan adanya alat ini, setiap transaksi yang
dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dapat tercatat secara otomatis dan real-time, sehingga
memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring serta membandingkan data transaksi
dengan laporan pajak yang disampaikan oleh WP. Keberadaan tapping box ini berfungsi
sebagai alat kontrol yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan
menindak WP yang tidak jujur dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, sistem ini
juga meningkatkan efisiensi dalam pengawasan karena mengurangi ketergantungan pada
pemeriksaan manual yang lebih rentan terhadap human error atau intervensi pihak tertentu.
Dengan demikian, tapping box tidak hanya membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak,
tetapi juga berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan daerah serta menciptakan sistem
perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi semua pihak.

Dalam implementasinya, beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan dan
kompatibilitas perangkat masih terjadi, namun dapat diatasi dengan bantuan vendor yang
bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan alat. Pemerintah juga memiliki
dashboard pemantauan untuk mengecek kondisi alat secara real-time. Meskipun tidak ada
pelatihan dam pemeliharaan khusus bagi WP, mereka tetap diberikan arahan setelah
pemasangan alat. Selain itu, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk pemasangan
tapping box, dan jika terdapat penolakan dari WP, dibuat berita acara sebagai dokumentasi
resmi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemasangan tapping box bersifat wajib,
pemerintah tetap memberikan ruang bagi WP untuk menyampaikan kendala atau keberatan
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mereka. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, sistem tapping box dapat berfungsi
secara optimal dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel menggunakan tapping
box di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, tidak terdapat Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja instansi terkait
dalam penggunaan alat tersebut. Beliau menyatakan bahwa proses pemasangan dan
pengoperasian tapping box sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, sementara Bapenda
hanya berperan dalam pemantauan dan monitoring sistem tersebut. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak adanya SOP yang jelas dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tapping box,
terutama dalam hal tanggung jawab, koordinasi, dan evaluasi kinerja sistem tersebut. Dilihat
bahwa hotel yang menggunakan tapping box hanya mengikuti instruksi dari petugas pajak
sebagai SOP yang diketahui tentang pemungutan pajak dengan alat tapping box.

Tabel 2.
Rekapitulasi Responden Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Tidak Menggunakan
Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No. Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah
T CT KT

1 Komunikasi 33 42 9 84
(39%) (50%) (11%) (100%)

2 Sumber Daya 21 43 10 84
u y (37%) (51%) (12%) (100%)

3 Disposisi 27 45 12 84
P (32%) (54%) (14%) (100%)

. : 27 35 22 84
4 Struktur Birokrasi (32%) (42%) (26%) (100%)

Jumlah 118 166 53 336

Rata-Rata 30 42 13 84
Presentase 35% 49% 16% 100%

Sumber : data olahan hasil penelitian, 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban Responden bahwa rata-rata presentase
tanggapan responden berjumlah 49% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang
persentase 34% - 66% masuk kedalam kategori “Cukup Terlaksana”.

Dari keseluruhan hasil peneliti diatas dan dari hasil observasi penulis dilapangan
maka dapat di temukan jawaban yang menyatakan bahwa di badan pendapatan daerah kota
pekanbaru dari hasil penyebaran kuisioner pada hotel tidak memakai tapping box rata-rata
berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Bagi sebagain hotel yang tidak memakai tapping
box masih harus melakukan pembayaran dan pelaporan secara manual dengan langsung
datang ke kantor bapenda, dikarenakan tidak banyaknya alat tapping box yang disediakan
untuk semua hotel yang ada di kota pekanbaru.

Berdasarkan hasil dari analisi tabel di atas Pelaksanaan pemungutan pajak hotel tanpa
menggunakan tapping box di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan hasil
yang cukup bervariasi berdasarkan data rekapitulasi yang tersedia. Berdasarkan tabel,
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mayoritas responden berada dalam kategori "Cukup Terlaksana". Hal ini menunjukkan
bahwa tanpa tapping box, sistem pemungutan pajak hotel masih berjalan dengan cukup baik,
meskipun terdapat tantangan dalam aspek tertentu. Dari keempat aspek penilaian yang
meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terlihat bahwa
komunikasi memiliki nilai cukup tinggi yang dominan, yang berarti informasi terkait sistem
manual pemungutan pajak masih berjalan dengan baik meskipun tidak menggunakan
teknologi tapping box. Namun, aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa regulasi dan
administrasi dalam pemungutan pajak secara manual lebih kompleks dan memerlukan
perbaikan.

Selain itu, dalam aspek sumber daya dan disposisi, mayoritas responden menandakan
bahwa tenaga dan sarana yang tersedia masih bisa menopang sistem pemungutan pajak
meskipun tanpa tapping box. Tanpa adanya sistem otomatis, pencatatan dan pengawasan
pembayaran pajak menjadi lebih sulit, yang bisa berdampak pada potensi kebocoran pajak
atau keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini juga terlihat dalam aspek disposisi, di mana
masih terdapat kelompok yang menilai bahwa tanpa tapping box, sistem ini kurang efisien
dan membutuhkan lebih banyak usaha dalam pelaksanaannya.

Untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel tanpa tapping box,
diperlukan perbaikan dalam struktur birokrasi agar sistem lebih sederhana dan tidak terlalu
membebani wajib pajak maupun petugas pemungutan. Selain itu, komunikasi yang telah
berjalan cukup baik perlu terus ditingkatkan agar informasi mengenai kewajiban pajak lebih
mudah dipahami oleh seluruh pelaku usaha hotel. Sumber daya manusia juga harus diperkuat
dengan pelatihan yang lebih baik agar proses manual tetap dapat berjalan dengan efektif.
Namun, dibandingkan dengan data pemungutan pajak menggunakan tapping box, terlihat
bahwa sistem tanpa tapping box cenderung memiliki lebih banyak tantangan dalam birokrasi
dan efektivitas pencatatan pajak. Oleh karena itu, meskipun masih bisa berjalan dengan cukup
baik, penggunaan tapping box tetap menjadi solusi yang lebih optimal dalam meningkatkan
transparansi dan akurasi pajak hotel di Kota Pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Hotel Menggunakan Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
Cukup Terlaksana. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksaan pemungutan pajak hotel
menggunakan tapping box masih belum merata ke semua hotel yang ada di Kota Pekanbaru.
Hal ini dikarenakan masih kurang maksimalnya indikator dari proses pelaksanaan yang
belum terlaksana secara baik.

Untuk mengetahui Kesimpulan setiap indikator mengenai Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Menggunakan Tapping Box Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka
hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan ini telah berjalan dengan cukup baik,
meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Mayoritas pelaku usaha hotel telah
menerima informasi terkait pemasangan, fungsi, kewajiban, serta konsekuensi

pemanfaatan tapping box. Namun, efektivitas penyampaian informasi masih bervariasi,
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dengan sebagian besar responden menilai cukup terlaksana, sementara sebagian lainnya

masih mengalami keterbatasan pemahaman teknis.

Kurangnya pemahaman mendalam tentang penggunaan dan pelaporan data tapping box
menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dapat
menyebabkan ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi yang berpotensi
mempengaruhi akurasi laporan pajak daerah. Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha
yang hanya menjalankan kebijakan ini sebagai formalitas tanpa komitmen penuh, yang
dapat berdampak pada kurang optimalnya transparansi dan kepatuhan pajak.
Kurangnya sosialisasi yang lebih interaktif dan minimnya pendampingan teknis juga

menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem ini.

2. Sumber Daya

Implementasi tapping box di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan dalam aspek
SDM, anggaran, fasilitas, dan pengawasan kebijakan. SDM yang tersedia umumnya
memahami kebijakan, namun keterbatasan teknis dan kurangnya pelatihan menghambat
efektivitasnya. Dari segi anggaran, meskipun dana cukup tersedia, distribusinya belum
optimal, terutama dalam pemeliharaan perangkat dan dukungan teknis. Hal ini
menyebabkan tapping box belum berfungsi maksimal dalam mencatat transaksi pajak

hotel secara akurat.

Fasilitas yang ada, seperti jaringan internet dan perangkat tapping box, juga masih
menghadapi kendala teknis. Banyak perangkat belum terdistribusi secara merata dan
sering mengalami gangguan, yang berdampak pada efektivitas sistem. Jika tidak segera
diperbaiki, tujuan utama pemasangan tapping box dalam meningkatkan transparansi

pajak daerah sulit tercapai.

Dari sisi pengawasan, meskipun regulasi sudah diterapkan, lemahnya pemantauan
membuat kepatuhan pelaku usaha masih rendah. Kurangnya inspeksi dan sanksi tegas
berpotensi menimbulkan kebocoran pajak.
3. Disposisi

Secara keseluruhan, implementasi tapping box di Kota Pekanbaru masih menghadapi
kendala, terutama dalam aspek pemahaman teknis para pelaksana kebijakan. Meskipun
sikap mereka terhadap kebijakan ini cukup positif. Mayoritas pelaksana memiliki
pemahaman yang cukup, sementara lainnya kurang memahami. Ketimpangan ini
menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya tapping box,
keterbatasan dalam pelatihan, sosialisasi, serta ketersediaan panduan teknis masih

menjadi hambatan utama yang berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi tapping box, diperlukan upaya strategis
berupa pelatihan teknis yang lebih intensif, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan
panduan operasional yang lebih mudah diakses. Selain itu, penguatan koordinasi antara

instansi terkait dan evaluasi rutin juga menjadi langkah penting guna memastikan
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kebijakan ini berjalan secara optimal. Dengan meningkatkan pemahaman dan dukungan

yang berkelanjutan, diharapkan tapping box dapat berfungsi sebagai instrumen yang

efektif dalam meningkatkan transparansi dan akurasi pemungutan pajak hotel di Kota

Pekanbaru.

4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan tapping box untuk
pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan. Hal
ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan SOP belum merata, yang
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya pelatihan teknis, serta ketidakjelasan
prosedur operasional. Akibatnya, banyak pelaksana kebijakan yang masih mengalami
kesulitan dalam menjalankan prosedur secara efektif, yang berpotensi menghambat

transparansi dan akurasi pemungutan pajak hotel.
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Regulasi / Undang - Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Hotel.
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